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PENGANTAR
PENULIS

Lembaga adat memiliki dua pengertian yaitu sebagai
organisasi dan sebagai pranata. Sebagai pranata lembaga adat adalah
norma yang mengatur kehidupan anggota suatu suku bangsa.
Sedangkan sebagai organisasi, lembaga merupakan kumpulan orang-
orang yang mengatur pelaksanaan pranata tersebut dengan struktur
kepengurusan yang ditetapkan bersama oleh anggota suku bangsa
tersebut. Dalam buku ini penulis menggambarkan kedua hal tersebut
pada suku bangsa Kayuagung di Kabupaten Ogan Komering Ilir
Propinsi Sumatera Selatan.

Suku bangsa Kayuagung merupakan kumpulan migran yang
diyakini berasal dari wilayah Propinsi Lampung saat ini dan menetap
dalam satu wilayah di Kecamatan Kayuagung saat ini. Mereka
menempati 9 wilayah yang berbentuk marga dengan hukum adat
(pranta) sendiri dengan sebuah kelembagaan yang disebut Morge
Siwe. Peran kelembagaan adat ini jelas terlihat pada masa sistem
pemerintahan marga berlaku atau sebelum sistem pemerintahan
desa diberlakukan sesuai dengan UU No. 5 tahun 1979.

Di era otonomi daerah saat ini setelah keluarnya UU No. 22
tahun 1999 serta perubahannya, tidak serta merta menguatkan
eksistensi kelembagaan adat morge siwe. Meski saat ini peran para
elit adat masih diakui dengan adanya perwatin pada setiap kelurahan
di wilayah Kecamatan Kayuagung, namun terkesan berjalan sendiri
karena Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir belum
memberikan perhatian khusus terhadap kelembagaan adat ini.

Buku ini berusaha menggambarkan budaya suku bangsa
Kayuagung beserta kelembagaan adat di dalamnya. Penulisan buku
ini telah melalui berbagai proses yaitu pengumpulan data melalui
wawancara dengan para perwatin, wawancara dengan pemerintah
Kabupaten Ogan Komering llir, focus group discussion (FGD) dengan
lembaga adat dan pemerintah, dan mendiskusikan kembali hasil
penulisan dengan lembaga adat dan pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ilir.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik
lembaga maupun pribadi yang telah membantu dalam pengumpulan



data, penulisan, dan penerbitan buku ini. Kepada Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam hal ini Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata dan Asisten 4 Sekretariat Daerah penulis
mengucapkan terima kasih karena telah memfasilitasi pertemuan
dengan para elite adat. Terima kasih juga kepada para peserta focus
group discussion (FGD) yang telah memberikan informasi yang
berharga sebagai bahan penulisan buku dan mengoreksi tulisan
dalam buku ini. Secara pribadi terima kasih kepada Bapak Hambali
Hasan (staf pengajar Universitas Sriwijaya dan tokoh Kayuagung),
Hambali Ayib (perwatin Kayuagung), A. Wahab (perwatin
Kayuagung), dan lain-lain yang telah memberikan informasi yang
penulis butuhkan.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada
Bapak Yuslizal, M.Pd yang bersedia menjadi penghubung penulis
dengan para elite adat Kayuagung dan pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ilir. Beliau juga telah memberikan informasi yang luar
biasa banyak termasuk beberapa tulisan beliau yang belum
diterbitkan menjadi sumber dalam penulisan buku ini. Terakhir
beliau telah meluangkan waktu untuk membaca dan mengedit
kembali buku ini sehingga penulisan istilah maupun substansi buku
ini telah sesuai dengan yang diharapkan oleh para elite adat
Kayuagung.

Tulisan dalam buku ini belumlah sebuah hasil akhir dan
kebenaran mutlak, penulis menyadari masih banyak kekurangan
baik dalam penulisan maupun penyajian data yang baik. Penulis
mengharapkan kritikan dan masukan dari para pembaca sehingga
dapat disempurnakan pada kesempatan berikutnya.

Padang, Nopember 2014

Penulis

SAMBUTAN



KEPALA BPNB PADANG

Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang sebagai Unit Pelaksana
Teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas
dan fungsi melaksanakan pengkajian, pendokumentasian, dan
penyebarluasan informasi di bidang budaya, sejarah, kesenian, dan
perfilman. Pada tahun 2014 salah satu kegiatan pengkajian adalah
Peran Kelembagaan Adat di Era Otonomi Daerah di Kabupaten Ogan
Komering lir.

Peran kelembagaan adat di era otonomi daerah cukup menarik
untuk  dikaji mengingat perubahan sistem pemerintahan di
Indonesia setelah terbitnya UU No. 22 tahun 1999. Setiap daerah
diberi hak untuk menggali dan mengembangkan potensi budaya di
daerahnya masing-masing. Banyak daerah yang memanfaatkan
peluang ini untuk mengembalikan sistem pemerintahan terendahnya
sesuai dengan budaya lokalnya. Salah satu contohnya adalah di
Propinsi Sumatera Barat yang telah mengaktifkan kembali sistem
pemerintahan nagari di seluruh kabupaten (kecuali Kabupaten
Kepulauan Mentawai). Sistem nagari mengacu pada budaya
minangkabau sebagai kebudayaan dominan di Propinsi Sumatera
Barat.

Melalui buku ini, ternyata di Kabupaten Ogan Komering Ilir
peluang yang diberikan pemerintah pusat tidak serta merta bisa
mengembalikan sistem pemerintahan marga di wilayahnya bahkan
lembaga adat morge siwe yang telah eksis sejak masa pemerintahan
marga belum dapat dibakukan dalam sistem pemerintahan daerah di
Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lembaga adat yang melekat dalam
marga, kini melekat menjadi tugas dan tanggung jawab
kelurahaan/desa beserta perangkatnya dengan sebutan perwatin.

Saya sebagai kepala BPNB Padang menyambut baik terbitnya
buku ini semoga dapat memberikan informasi kepada seluruh
masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh
pihak yang telah membantu selama proses penelitian dan penerbitan
buku ini. Secara khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ilir dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Demikian juga kepada para tokoh adat dan tokoh masyarakat di
Kecamatan Kayuagung yang telah membantu dalam memberikan

informasi berharga.



Akhir kata kepada para pembaca diharapkan juga dapat
memberikan masukan, kritikan yang membangun agar segala
kekurangan dalam buku ini dapat diperbaiki.

Padang, Nopember 2014
Kepala BPNB Padang

Drs. Nurmatias
NIP 196912261997031001



SAMBUTAN
PEMBINA ADAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Assalam mualaikum WrWhb.

Dengan mengucapkan Puji syukur kepada Allah subhana
huata’ala Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan
rahmat serta karuniaNya kepada kita semua, terutama pada penulis
buku yang memuat tentang bagian dari kekakayaan ragam nilai
budaya dalam masyarakat suku Kayuagung (Morge Siwe) yang diberi
judul “Peran Lembaga Adat di era otonomi daerah di Kabupaten
Ogan Komering Ilir”.

Atas nama seluruh perangkat Perwatin dalam masyarakat
Morge Siwe Kayuagung Kabupaten OKI Propinsi Sumatera Selatan
menyampaikan penghargaan dan wucapan terimakasih kepada
saudara Rois Leonard Arios selaku penulis buku ini, dan ucapan
terima kasih tak terhingga juga disampaikan kepada Balai Pelstarian
Nilai Budaya Padang yang telah terbuka niat dan gagasannya untuk
mengangkat bagian dari nilai Budaya yang tumbuh dan lestari dalam
masyarakat Morge Siwe Kayuagung sebagai salah satu nilai budaya
yang perlu dilestarikan dan diperkenalkan pada masyarakat
Indonesia pada ummnya.

Dengan adanya peneltian seperti ini, diharapkan kepada
penulis kiranya dapat menambah wawasan budaya, serta kedepan
dapat meneruskan penelitiannya terhadap nilai budaya yang lain,
khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Secara umum, semoga
hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya
bagi budayawan.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat serta menjadi titian
silaturrahmi budaya Nusantara. Amiin.

Kayuagung, Desember 2014
Pembina adat Kabupaten OKI

Sekretaris
Yuslizal, M.Pd
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Lembaga Adat dan Otonomi Daerah

Era otonomi daerah! di Indonesia diawali sejak keluarnya
Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
Dengan undang-undang ini, setiap daerah di Indonesia diberi
wewenang yang lebih luas dalam mengelola daerahnya masing-
masing.2 Selanjutnya undang-undang ini direvisi dengan keluarnya
Undang-Undnag No. 32 tahun 2004. Dasar revisi undang-undang ini
adalah dengan telah diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945
untuk keempat kalinya terutama Bab VI Pasal 18, Pasal 184, dan
Pasal 18B tentang pemerintah daerah. Secara khusus Pasal 18B ayat
(2) memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-hak
tradisional sepanjang masih dipergunakan.

Setiap daerah menindaklanjuti era otonomi ini dengan menata
kembali daerah otonomnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan
daerah tersebut. Salah satunya adalah di bidang kebudayaan. Secara
khusus termotivasi oleh adanya pengakuan terhadap masyarakat
adat seperti yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2).

Para elite masyarakat di Kabupaten Ogan Komiring Ilir
menyikapi keterbukaan ini dengan menggali dan atau mengaktifkan
kembali potensi-potensi budaya lokal. Akibatnya mulai muncul
kecendrungan perbedaan simbol-simbol budaya pada setiap wilayah
kebudayaan dalam Kabupaten Ogan Komiring Ilir. Menurut Saudi

! Pasal 1 ayat (6) UU No.32 tahun 2004 dijelaskan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

? Acuan yang dipakai dalam penelitian ini terkait otonomi daerah adalah tulisan berikut Syamsuddin
Haris (ed). 2006. Membangun Format Baru Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI; Werry Darta Taifur.
2004. “ Urgensi dan Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Makalah Dialog Budaya Tentang Urgensi
Otonomi Daerah Dilaksanakan oleh BPSNT Padang dan Deputi Pelestarian dan Pengembangan
Kebudayaan Kementerian Budpar di Lubuk Basung 19 Nopember 2004; dan Tim Suara
Pembaharuan. 2001. Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan. Jakarta: Suara Pembaharuan



Berlian, di Kabupaten OKI setidaknya terdapat lima suku bangsa asli
yaitu Ogan, Komering, Pegagan, Penasak, dan Kayuagung.3 Kelima
suku bangsa ini masing-masing memiliki wilayah budaya yang
dibatasi oleh morge.#

Suku bangsa Kayuagung - sebagai suku bangsa yang akan
dikaji dalam penelitian ini - menempati wilayah Kecamatan Kota
Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera
Selatan.> Sebelum UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa
diberlakukan, wilayah Kecamatan Kota Kayuagung berada dalam
wilayah Marga Kayuagung atau yang disebut Morge Siwe (berarti 9
marga). Dikatakan marge siwe sebab terdiri dari sembilan marga
yaitu : Marga Kayuagung, Marga Perigi, Marga Kotanegara, Marga
Kedaton, Marga Sukadana, Marga Paku, Marga Mangunjaya, Marga
Sidekarsa, dan Marga Jua-jua. Setiap marga dipimpin oleh seorang
pesirah yang bergelar depati. Dalam sistem pemerintahan marga,
seorang depati menjabat urusan pemerintahan dan urusan adat.
Sebagai pemimpin di bidang adat, depati menjadi hakim yang
bertugas menetapkan peraturan dan memutuskan
perkara/perselisihan yang terjadi pada warganya. Seorang pesirah
membawahi beberapa kerio dan kerio membawahi beberapa
punggawo.é

* Saudi Berlian. 2003. Mengenal Seni Budaya OKI. Kayuagung: Pemkab Ogan Komiring Ilir

* Morge atau dalam bahasa umum untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumatera Selatan,
Bengkulu, dan Lampung) disebut marga adalah kesatuan oganis berdasarkan wilayah dan juga
keturunan yang kemudian dikukuhkan dengan kendali administratif dan ikatan norma-norma yang
tidak hanya berupa adat istiadat tidak tertulis tetaou juga dalam diktum-diktum yang tertulis secara
terperinci dalam kitab undang-undang Simbur Cahaya (Muhammad Najib. et.al. 2006. Sejarah Ogan
Ilir: Tradisi Masyarakat dan Pemerintahan. Indralaya: Pemerintah Kabupaten Ogan llir).

® Rois Leonard Arios dan kawan-kawan. 2009. “Sistem Pewarisan Pada Suku Bangsa Kayuagung di
Kabupaten Ogan Komiring Ilir”. Laporan Penelitian BPSNT Padang; baca juga Eksi Handayani.
2002. “Pewarisan Pada Masyarakat Adat Morge Siwe Kayuagung Kecamatan Kayuagung Kabupaten
Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan”. Thesis Universitas Diponegoro Semarang; Iriani dan
Ernatip. 2008. Makna Tepak Dalam Upacara Adat di Kayu Agung Sumatera Selatan. Padang: Balai
Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang; Iriani, Ernatip, Jumhari, dan Rois Leonard Arios.
2004. “Sistem Keperayaan: Studi Tentang Upacara Daur Hidup Suku Bangsa Kayuagung di
Sumatera Selatan”. Laporan Penelitian Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang.

® Ali Amin. 1994. Kedudukan dan Peranan Lembaga-Lembaga Adat di Sumatera Selatan Setelah
Berlakunya Undang-Undang No. 5/1079: Kabupaten Daerah Tingkat 1| Ogan Komering Ilir.



Setelah berlakunya UU No.5 tahun 1979, maka sistem
pemerintahan marga diganti menjadi desa di wilayah Kecamatan
Kota Kayuagung. Ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur
KDH Tingkat [ Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/111/1983 tanggal
24 maret 1983 tentang penghapusan pemerintahan marga, DPR
Marga, Kerio, Penggawa, Penghulu/khotib, dan perangkat lainnya
dalam Provinsi Sumatera Selatan. Dengan keputusan ini maka
jabatan pesirah dihapus, sedangkan jabatan kerio menjadi kepala
desa atau lurah dan penggawa menjadi kepala lingkungan atau
kepala dusun.” Walau telah dihapuskan, jabatan pasirah masih tetap
ada namun hanya sebatas untuk urusan adat istiadat di Kecamatan
Kota Kayuagung sebagai bekas marga Kayuagung. Sedangkan kerio
masih tetap diakui sebagai pemimpin di bidang adat istiadat di
tingkat desa atau kelurahan sebagai bekas kerio di wilayah bekas
marga Kayuagung.8

Berlakunya UU No. 22 tahun 1999 yang selanjutnya diganti
dengan UU No. 32 tahun 2004 yang berarti sistem pemerintahan
desa diganti memberi peluang bagi setiap daerah untuk
memanfaatkan kearifan lokal termasuk dalam sistem pemerintahan
terendah. Seperti di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang telah
menerapkan nagari sebagai sistem pemerintahan terendah.
Demikian pula di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, walau tidak
mengembalikan sistem marga, namun prinsip pemerintahan marga
tersebut diterapkan pada pemerintahan terendah. Hal ini terlihat
dari rangkap jabatan kepala desa atau lurah sebagai pemimpin adat
(proatin).

Kecamatan Kayuagung yang memiliki 25 desa dan kelurahan®
telah menerapkan kembali sistem adat pada tingkat desa dan

Palembang: Pelaksana Pembina Adat Daerah Tingkat | Sumatera Selatan. Hal. 3-4. Hal yang sama
dapat dibaca pada Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2002. “Himpunan Adat dan Sistem
Upacara Adat Morge Siwe”. Tidak Diterbitkan; Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
“Kompilasi Adat Istiadat Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir”. Tanpa Tahun dan Tidak
Diterbitkan; Yuslizal. “Sekilas Pandang Tentang Adat Pernikahan di Kecamatan Kota Kayuagung
Ogan Komering Ilir”. Tanpa Tahun dan Tidak Diterbitkan; Saudi Berlian. 2003. Mengenal Seni
Budaya OKI. Kayuagung: Pemkab Ogan Komiring Ilir

7 Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2002. “Himpunan Adat dan Sistem Upacara Adat
Morge Siwe”. Tidak Diterbitkan. Hal. 5-6.

® Ibid. Hal. 6.

° pada awalnya berasal dari 9 marga (Morge siwe).



kelurahan melalui lembaga adat Morge Siwe. Lembaga ini bukanlah
organisasi formal namun sebagai sebuah sistem norma untuk
mencapai tujuan. Morge siwe merupakan sistem adat yang berlaku
pada masyarakat Kayuagung yang membedakannya dengan
kelompok etnis lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Unsur
pembeda tersebut yaitu:
1. Bahasa dan nama/istilah yang digunakan;
2 Struktur sistem status adat atau jabatan adat;
3 Struktur wilayah adat;
4 Kegiatan masyarakat adat yang berpola;
5. Pranata termasuk perangkat norma-norma yang ada di
dalamnya;
6. Adanya sistem sanksi hukum;
7. Kekayaan serta hak milik masyarakat adat;
8. Masalah-masalah yang berkaitan dengan adat istiadat

Pada tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir sendiri telah
terbentuk organisasi di bidang adat yang diberi nama Pembina Adat
Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah dibentuk dan dilantik
pengurusnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKI Nomor
411.6/139/SK/11/2001 tanggal 17 Juli 2001.1° Namun organisasi ini
bukan berasal dari lembaga adat salah satu etnis yang ada di
Kabupaten OKI melainkan elite-elite perwakilan dari wilayah
kabupaten tersebut. Organisasi ini lebih fokus pada pembinaan
kepada lembaga-lembaga adat di wilayahnya. Artinya organisasi ini
tidak berinteraksi secara langsung dengan masyarakat adat di
tingkat desa atau kelurahan. Demikian pula organisasi di tingkat
provinsi yang diberi nama Dewan Pembinaan Adat Istiadat Provinsi
Sumatera Selatan sebagai pembina organisasinya yang ada di tingkat
kabupaten dan kota.

Lembaga morge siwe yang berada di tingkat kelurahan dan
desa di Kecamatan Kayuagung bukan bagian dari Pembina Adat
Kabupaten OKI melainkan tumbuh dan berdiri sendiri pada
masyarakat suku bangsa Kayuagung. Idealnya pada era otonomi
daerah dengan wewenang yang lebih luas khususnya di bidang adat

'® Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2002. “Himpunan Adat dan Sistem Upacara Adat

Morge Siwe”. Tidak Diterbitkan. Hal. 6



istiadat, lembaga adat akan sangat berperan dalam kelangsungan
pembangunan dan stabilitas maupun pelaksanaan program
pemerintah di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dengan
memberikan wewenang yang lebih luas kepada daerah otonom,
merupakan peluang bagi daerah untuk kembali memanfaatkan
potensi di daerahnya. Potensi budaya merupakan salah satu sangat
penting dalam pembangunan daerah baik dari segi fisik maupun
sosial.

Lembaga adat yang tumbuh dari masyarakat adat,
dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat untuk menguatkan
identitas budayanya maupun alat untuk mencapai tujuannya.
Sehingga lembaga adat memiliki orientasi ke internal masyarakat
pendukungnya maupun orientasi keluar. Di samping itu diasumsikan
ada kecendrungan lembaga adat dimanfaatkan oleh pemerintah
dalam berbagai kepentingan.

Dari uraian yang telah disampaikan tersebut, maka pertanyaan
penelitian adalah bagaimana peran lembaga adat morge siwe pada
era otonomi daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir?

B. Konsep dan Kajian Teoritis

Konsep lembaga pada masyarakat umum sering diartikan
sebagai sebuah organisasi yang memiliki struktur pengurus dan
keanggotaan. Dalam kajian ilmu antropologi maupun sosiologi,
lembaga lebih bersifat abstrak. Dalam dalam bahasa Inggris, lembaga
disebut institution (institusi) dan oleh ahli antropologi diartikan
sebagai pranata. Koentjaraningrat mengatakan bahwa kita harus
membedakan mana tindakan-tindakan masyarakat dalam
berinteraksi yang dilakukan menurut pola-pola resmi maupun yang
tidak resmi. Sistem-sistem dalam masyarakat yang menjadi sarana
dalam bertindak atau berinteraksi menurut pola-pola resmi disebut
sebagai pranata.!!

Horton dan Hunt menjelaskan lebih detail bahwa lembaga
bukanlah sebuah bangunan atau kelompok orang atau organisasi.

" Koentjaraningrat. 1986. Pengantar llmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru. Hal. 160. Demikian
juga menurut Soerjono Soekanto. 1990. Sosilogi Suatu Pengantar. Jakarta, PT. Raja Grafindo

Persada. Hal. 217 — 218.



Horton dan Hunt memberi batasan konsep lembaga dalam dua
pengertian yaitu sebuah sistem norma untuk mencapai tujuan atau
kegiatan yang dianggap oleh masyarakat tersebut penting. Batasan
lainnya adalah sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang
berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dari pengertian
tersebut, lembaga merupakan sistem gagasan dan prilaku yang
teroganisasi.l?

Agar menjadi sebuah lembaga harus melalui proses dimana
tata kelakuan dikodifikasi dan mendapat legalitas dari masing-
masing orang yang bergabung. Sehingga agar lembaga dapat tumbuh
harus melalui pelembagaan dengan cara penetapan norma-norma
yang pasti dan yang menentukan posisi status dan fungsi peranan
untuk berprilaku. Hubungan sosial yang melembaga ditandai apabila
sudah ada sistem yang teratur tentang peran dan status serta sudah
diterima secara umum oleh masyarakat.13

Lembaga secara umum bertujuan memenuhi kebutuhan pokok
masyarakat sesuai dengan fungsi dasar dari lembaga, yaitu:14

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat terutama
dalam mengatur hubungan sosial;

2. Menjaga keutuhan masyarakat;

3. Alat pengendalian sosial yaitu pengawasan terhadap tingkah

laku anggotanya.

Horton dan Hunt menyebutkan adanya fungsi manifes dan
fungsi laten dari lembaga. Fungsi manifes terkait dengan tiga fungsi
yang disebutkan Soekanto tersebut di atas. Justru yang perlu
diperhatikan menurut Horton dan Hunt adalah fungsi laten dari
lembaga karena fungsi laten yang mungkin akan mendukung fungsi
manifes, tidak relevan, atau bahkan merusak fungsi manifes.
Tergantung pada kepemimpinan lembaga dalam menjaga dan
melindungi wilayah wewenangnya.!>

Dalam memudahkan memahami konsep lembaga adat, dalam
penelitian ini batasan yang dipakai adalah konsep yang dipakai
dalam ilmu sosial terutama antropologi dan sosiologi. Untuk

*2 paul B Horton dan Chester L. Hunt.2009. Sosiologi Jilid 1. Jakarta: Erlangga. Hal. 244 — 245,
® Ibid. Hal. 247.

* Soerjono Soekanto. 1990. Op. Cit. Hal. 219
' Paul B Horton dan Chester L. Hunt.2009. Op. Cit, Hal. 253 — 255.



menggambarkan konsep lembaga, penulis mengutip pendapat
Koenttjaraningrat yang mengatakan bahwa pranata berbeda dengan
lembaga dalam arti organisasi. Koentjaraningrat mengatakan bahwa
pranata adalah sistem norma atau aturan-aturan tentang aktivitas
masyarakat sedangkan lembaga (institute) adalah organisasi yang
melaksanakan aktivitas tersebut.l¢ Dari penjelasan tersebut jelaslah
bahwa pranata bersifat abstrak atau berada pada wujud ide-ide atau
gagasan, sedangkan organisasi lebih bersifat konkrit.

Pengertian lainnya tentang lembaaga adalah konsep lembaga
adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007
yaitu sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang disengaja
dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang
didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan. Atau dalam suatu
masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak
atas kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut. Lembaga Adat
memiliki hak dan wewenang untuk mengatur, mengurus, dan
menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan
dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.1?

Dari pengetian-pengertian tersebut, dalam penelitian konsep
lembaga adat yang dipakai adalah lembaga adat sebagai pranata dan
lembaga adat sebagai sebuah organisasi. Artinya pranata dan
lembaga adat sebagai organisasi merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat dibahas secara terpisah. Jika pranata dibahas maka akan
sangat terkait pada orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan
pranata tersebutt.

Kembali Koentjaraningrat menjelaskan paling sedikit ada 7
jenis pranata yang umumnya terdapat dalam satu suku bangsa atau
masyarakat, yaitu:!8

1. Pranata ekonomi, yaitu yang berkaitan dengan pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-hari dalam bidang mata pencaharian;
2. Pranata keluarga, yaitu yang berkaitan dengan pemenuhan

kebutuhan terhadap kekerabatan (kinship). Pranata ini diistilahkan
dengan domestic institution;

'® Koentjaraningrat. 2013. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 134
7 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

'® Koentjaraningrat. 2013. Op.cit. Hal. 135 — 136



3. Pranata pendidikan, yaitu yang berkaitan dengan penerangan
dan pendidikan;

4. Pranata ilmiah (scientic institution) yaitu yang berkaitan
dengan ilmu pengetahuan;

5. Pranata estetika dan rekreasi, yaitu yang berkaitan dengan
kebutuhan akan keindahan dan rekreasi;

6. Pranata politik yaitu yang mengatur hubungan manusia dalam
penguasaan hubungan bermasyarakat;

7. Pranata somatic, yaitu yang berkaitan dengan pemenuhan akan

kenyamanan hidup

Mengacu pada permasalahan dan tujuan penelitian yang telah
ditetapkan, maka pranata yang akan dikaji adalah menyangkut
domestic institution  (pranata domestik/keluarga). Pranata ini
menyangkut seperti perkawinan, pengasuhan anak, tata krama,
sistem kekerabatan, dan lain-lain. Mengacu pada konsep lembaga
adat sebagai organisasi maka lembaga yang mengatur tentang
perkawinan salah satunya adalah penghulu atau Kantor Urusan
Agama maupun lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan
acuan pada budaya lokal mereka.

Di era otonomi daerah lembaga adat diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi masyarakatnya maupun pemerintah.
Lembaga adat dapat memberikan peranannya tentang apa saja yang
dapat dilakukan dalam kehidupan masyarakat sebagai sebuah
organisasi masyarakat. Hal ini terkait dengan kedudukannya sebagai
wadah permusyawaratan atau permufakatan para pengurus adat
pemuka adat atau masyarakat yang berada di luar susunan
organisasi pemerintahan.

Secara umum tugas lembaga adat sebagaimana yang
ditetapkan pemerintah adalah sebagai berikut: 19
a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada
pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut
hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

b. Memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat
istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka
memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat

' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta
Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah



dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

C. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta
objektif antara kepala daerah/pemangku adat/tetua adat dan
pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.

Selanjutnya Lembaga Adat memiliki hak dan wewenang
sebagai berikut:

a. Mewakili masyarakat adat keluar, dalam hal ini menyangkut
kepentingan dan mempengaruhi adat.

b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk
meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah hidup
yang lebih baik.

C. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat
istiadat dan  kebiasaan-kebiasaan = masyarakat  sepanjang
penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Kemudian Lembaga Adat berkewajiban untuk memelihara stabilitas
nasional dan daerah serta menciptakan suasana yang dapat
menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam
rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk menjalankan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban
sebagaimana yang dimaksud di atas, lembaga adat mempunyai fungsi
melaksanakan  kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka
menyususn kebijakan dan strategi untuk mendukung kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan
mendukung keberhasilan pembinaan masyarakat. Identitas adat
istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat harus
jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta
Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan
Lembaga Adat di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan.

C. Proses Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang
bersifat holistik-integratif, thick description, dengan analisa deskriptif



kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menganalisis
proses-proses sosial dan makna yang terdapat pada fenomena yang
tampak di permukaan. Dengan demikian dengan pendekatan ini,
penelitian ini bukan hanya sekedar menjelaskan fakta tetapi juga
proses dan makna dibalik fakta tersebut.20 Mengutip tulisan Strauss
dan Corbin bahwa metode penelitian kualitatif dipilih karena sifat
dan masalah penelitian yang diteliti yaitu memberi rincian yang
kompleks tentang fenomena yang sulit ditangkap oleh penelitian
kuantitatif. Metode ini juga dapat dipakai untuk memahami makna
dibalik fenomena yang belum diketahui dan memantapkan wawasan
terhadap sesuatu yang baru atau yang masih sedikit diketahui.2!

Buku merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan
Kota Kayuagung melalui wawancara dengan para perwatin, Kepala
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir,
dan Asisten IV Sekda Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil
wawancara tersebut selanjutnya didiskusikan dalam kegiatan focus
group discussion (FGD) sebagai alat triangulasi data. Selanjutnya
data yang diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan sebuah
laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kembali didiskusikan
dengan menghadirkan para perwatin dan unsur Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Pembina Adat Kabupaten Ogan
Komering Ilir. Hasil diskusi draft laporan penelitian ini sekaligus
mengkoreksi laporan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam
penulisan maupun pemahaman substansi.

?° Burhan Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan llmu
Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana. Hal. 144
! Ansem Strauss dan Juliet Corbin. 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.



BAB II
MORGE SIWE: LINGKUNGAN DAN
MASYARAKATNYA

A. Lingkungan

Sebelum tahun 2003 Kabupaten Ogan Komering Ilir
merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang luasnya
sekitar 21.469,90 kilometer persegi yang secara geografis terletak
antara 104°20'-160" Bujur Timur dan 4°30"' - 4°15' Lintang Selatan.
Ibukotanya Kayuagung, sekitar 66 km di selatan Palembang.
Berpenduduk sebanyak 972.000 lebih yang sebagian besar beragama
Islam. Topografi daerah ini didominasi dataran rendah dengan rawa-
rawa yang luas, terutama di kawasan timur yang berbatasan dengan
selat Bangka dan Laut Jawa. Dataran tinggi dan perbukitan sulit
dijumpai di daerah ini.22

Namun setelah pemekaran dengan dibentuknya Kabupaten
Ogan Ilir?3, maka wilayah Kabupaten Ogan Kemering Ilir menjadi
terletak di antara 104° 20" - 100° Bujur Timur dan 2,300 sampai 4,159
Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata 10 meter di atas
permukaan air laut. Secara administrasi berbatasan dengan :
- Kabupaten Muba, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang di
sebelah utara.

- Kabupaten Ogan Kemering Ulu dan Propinsi Lampung di
sebelah selatan.

- Kabupaten Ogan Ilir di sebelah barat.
- Selat Bangka dan Laut Jawa di sebelah timur.

Luas Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 19.023,47 Km? dengan
kepadatan penduduk sekitar 35 jiwa per Km2 Kabupaten ini terdiri
atas 12 kecamatan. Wilayah paling luas adalah Kecamatan Tulung

22http:// www.regionalinvestment.com/sipid/id/displayprofil.php?ia=1602
2 Terkait sejarah dan profil Kabupaten Ogan llir dapat dibaca pada Muhammad Najib, et.al. 2006.

Sejarah Ogan llir: Tradisi Masyarakat dan Pemerintahan. Indralaya: Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
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Selapan (4.853,40 Km?) dan yang paling sempit adalah Kecamatan
Kota Kayu Agung (145,45 Km?2).

Gambar 1. Peta Kabupaten OKI (Sumber: www.kaboki.go.id)

Dataran rendah sebagian masih berhutan lebat dan padang
alang-alang, disamping terdapat perkebunan karet, kelapa sawit,
buah-buahan, tebu, dan lain sebagainya. Pabrik gula di Sumatera
Selatan yang mensuplai kebutuhan gula untuk daerah ini. Bagian hilir
dari dua sungai besar di Sumsel, yakni Ogan Komering, mengalir di
daerah ini yang sekaligus menjadi nama kabupaten.

Untuk sampai ke pusat pemerintahan, dapat ditempuh dengan
menaiki bus atau kendaaraan pribadi. Dari Kota Palembang menuju
Kayuagung banyak tersedia transportasi umum berupa jenis
minibus dengan trayek Palembang - Kayuagung. Pada saat penelitian
dilakukan ongkos yang ditetapkan adalah sebesar Rp25.000,-. Tidak
sulit untuk menemui tempat mangkal mobil ini yaitu di pangkal 7 ulu
Jembatan Ampera. Sebagai transportasi yang setengah resmi
(mungkin ilegal), jenis mobil yang dipakai berbeda-beda seperti
mobil kijang avanza, xenia, atau merek lainnya dengan plat nomor

polisi berwarna hitam.



Selain itu Kayuagung merupakan daerah pelintasan (jalur
atama trans Sumatera) atau yang disebut dengan lintas timur. Daerah
ini juga dilalui oleh sungai besar yakni sungai Komering, disamping
itu juga mengalir anak-anak sungai kecil yang berfungsi membantu
sirkulasi air sebelum bermuara di Sungai Musi. Umumnya
perkampungan atau pemukiman berada di sepanjang aliran sungai
besar maupun kecil. Pada era tahun 1990 masih banyak terdapat
rumah rakit di sepanjang aliran Sungai Komering. Pada masa itu
rumah rakit memang memiliki fungsi ganda, disamping sebagai
tempat tinggal juga secara ekonomis memiliki nilai strategis yang
sangat bagus. Dari rumah rakit dengan mudah dilakukan transaksi
berbagai komoditas serta memudahkan akses tranportasi tradisional,
selain itu juga sangat memudahkan perkerjaan-pekerjaan terutama
yang berkaitan dengan air dan sungai.

Pada masa kolonial Belanda maupun sebelumnya, jalur
tranportasi sungai mempunyai peranan yang sangat penting, selain
jalur perdagangan juga dipergunakan untuk tranportasi antar
daerah, sehingga mempunyai peranan dalam proses mobilitas
maupun menjangkau tempat-tempat yang lebih jauh. Secara
tradisional air dan sungai, seolah-olah menjadi satu kata kunci bagi
kelangsungan hidup masyarakat di kawasan ini. Untuk membeli atau
menjual hasil-hasil komoditas masyarakat, disepanjang aliran sungai



terdapat semacam pasar, biasanya didirikan tidak jauh dari
persilangan anak sungai yang mereka sebut dengan kalangan, pasar
ini hanya ramai satu atau dua kali dalam seminggu.

Gambar 3. Perahu Kajang Pada Masa Kolonial

(sumber: http://4.bp.blogspot.com/)

Dengan perkembangan pembangunan serta terbukanya jalur
tranportasi darat, maka peran sungai Komering sebagai jalur
tranfortasi sudah mulai berkurang. Transportasi sungai ini pulalah
yang berperan dalam proses difusi budaya maupun migrasi beberapa
suku bangsa dari wilayah Lampung maupun daerah lainnya yang
dilalui oleh Sungai Komerin

Gambar 4. Kantor Camat Kayuagung (/sumber: R.L. Arios)



http://4.bp.blogspot.com/

Berdasarkan data statistik tahun 2003, setelah dimekarkan
luas wilayah OKI sekitar 21.689,49 km? dan terbagi atas 18
Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Kota Kayuagung
sebagai ibukota Kabupaten Ogan Komering Ilir. Luas wilayah
Kecamatan Kota Kayuagung sekitar 307,77 km?2, dengan batas-batas
administrasi yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah
Kecamatan Tanjung Raja, Sebelah Selatan berbatasan dengan
Kecamatan Padamaran, Sebelah Timur berbatasan dengan
Kecamatan Sirah Pulau Padang, dan Sebelah Barat berbatasan
dengan Tanjung Lubuk.

Kecamatan Kota Kayuagung terdiri atas 25 kelurahan dan desa
yaitu Kedaton, Kijang Ulu, Kota Raya, Lubuk Dalam, Mangun Jaya,
Muara Baru, Paku, Perigi, Serigeni Baru, Serigeni Lama, Sidareksa
Sukadana, Tanjung Lubuk, Tanjung Menang, Tanjung Rancing,
Tanjung Serang, dan Teloko.
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Gambar 5. Taman Kota Kayuagung (Sumber: RL. Arios)



http://kodepos.nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Desa-Kayu%20Agung-Kab.-Ogan%20Komering%20Ilir&jobs=Kedaton
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http://kodepos.nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Desa-Kayu%20Agung-Kab.-Ogan%20Komering%20Ilir&jobs=Serigeni%20Lama
http://kodepos.nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Desa-Kayu%20Agung-Kab.-Ogan%20Komering%20Ilir&jobs=Sidareksa
http://kodepos.nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Desa-Kayu%20Agung-Kab.-Ogan%20Komering%20Ilir&jobs=Sukadana
http://kodepos.nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Desa-Kayu%20Agung-Kab.-Ogan%20Komering%20Ilir&jobs=Tanjung%20Lubuk
http://kodepos.nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Desa-Kayu%20Agung-Kab.-Ogan%20Komering%20Ilir&jobs=Tanjung%20Menang
http://kodepos.nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Desa-Kayu%20Agung-Kab.-Ogan%20Komering%20Ilir&jobs=Tanjung%20Rancing
http://kodepos.nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Desa-Kayu%20Agung-Kab.-Ogan%20Komering%20Ilir&jobs=Tanjung%20Serang
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